
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25    TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR IIARGA SATUAN
PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
Menimbang        :   bahwa       untuk       melaksanakan       ketentuan

sebagaimam  dimaksud  dalam  Pasal  51  ayat  (5)
Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,   perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   Tapin   tentang
Standar   Harga   Satuan   Pemerintah   lfabupaten
Tapin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat            :    1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan  Daerah Tingkat  11 Tanah  Laut,
Daerah Tingkat 11 Tapin dan DaerahTingkat I1

Tabalong      (Lembaran       Negara      Repubhik
Indonesia Tahun  1965  Nomor 51,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
2756);

2.   Undang-Undang    Nomor    28    Tahun     1999

tentang   Penyelenggara   Negara  yang   Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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3.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004
tentang   Sistem   Perencanaan   Pembangunan
Nasional       (Lembaran       Negara       Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4421);

4.   Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014

tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014
Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik         Indonesia         Nomor         5587) ,

sebagainana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   9
Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014
tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2015
Nomor    58,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5.   Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014
tentang Administrasi Pemerintahan (I+embaran
Negara    Republik    Indonesia    Tah`m    2014
Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

6.   Undang-Undang    Nomor     11    Tahun    2020
tentang     Cipta     Kerja     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia Tahun  2020  Nomor  245,
Tambahan      Lembaran      NegaraL      Republik

Indonesia Nomor 6573);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010
tentang    Standar   Akuntansi    Pemerintahan

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2010    Nomor     123,    Tambahan    I+embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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8.   Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017
tentang      Pembinaan      dan       Pengawasan
Penyelenggaraari       Pemcrintahan       Daerah

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

9.   Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019
tentang     Pengelolaan      Keuangan      Daerah

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

10.Peraturan  FLesiden  Nomor  33  Tahun   2020

tentang    Standar    Harga    Satuan    Regional

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);

11. Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90

Tahun  2019    tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77
Tahun     2020     tentang     Pedoman     Teknis
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan       Menteri       Keuangan       Nomor
60/PMK.02/2021     tentang    Standar    Biaya
Masukan    Tahun    Anggaran    2022    (Berita
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2021
Nomor 658);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kelja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin   (If mbaran   Daerah   Kabupaten  Tapin
Tahun  2008  Nomor  05),  sebagaimana  telah
diuhah    beberapa    kali,     terakhir    dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Alas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keija Peran8kat Daerah Kabupaten
Tapin   (Lembaran   Daerah   Kabupaten  Tapin
Tchun 2015 Nomor 09);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan    Tata    Keria    Badan    Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tapin  (I€mbaran
Daerah  Kabupaten Tapin Tahun 2012  Nomor
01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan       Daerah       (I+embaran       Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun    2016    tentang    Pembentukan    dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tapin  Tahun
2016  Nomor  09),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tapin
Nomor   10  Tahun   2019   tentang  Perubahan
Atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tapin
Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentuhan
dan  Susunan  Peran8kat  Daerah  Kabupaten
Tapin   (I.embaran   Daerah   Kabupaten  Tapin
Tahun 2019 Nomor 10); ¢\
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MEMUTUSEN :

Menetapkan     :   PERATURAN      BUPATI      TENTANG      STANDAR

HARGA     SATUAN     PEMBRINTAII     KABUPATBN

TAPIN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)  Dengan Peraturan Bupati ihi ditetapkan Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022.

(2)  Standar  Harga  Satuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)
sebagaimana   tercant`rm   dalaln   Lampiran   yang   merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1)  Standar  Harga  Satuan  sebagaimana  dimcksud  dalaln  Pasal  1
digunakan   dalam   perencanaan   dan   pelaksanaan   Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten   Tapin   Tahun
Jinggaran 2022.

(2)  Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2022 berfungsi sebagai:
a.   batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilanpaui dalaln

penyusunan   Rencana   Keria  dan  Anggaran   Satuan   Kerja
Perangkat Daerah ;

b.   referensi penyusunan proyeksi praldraan maju; dan
c.   bahan  penchitungan  pagu  indikatif  Anggaran  Pendapatan

dan Belanja Daerah.

(3)  Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),  Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2022 berfungsi sebagai:
a.   batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b.   estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang

dapat dilampaui  karena kondisi  tertentu,  termasuk karena
adanya kenaihan harga pasar.

En
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Pasal 3

(I)  Dalam hal pelaksanaan anggaran teljadi perubahan harga pasar
akibat  kebijakan  Pemerintah,  inflasi,  dan  keadaan  memaksa
seperti  bencana  alam,  perang  dan  lain-lain  sejenisnya  sesuni
ketentuan       peraturan       perLmdang-undangan,       dan/atau

perubahan  kebijakan  di  bidang  perencanaan  dan  pelaksanaan
anggaran, dapat dilaksanakan sesuai dengan harga pasar yang
berlaku   dengan   memperhatikan   prinsip  efisiensi,   efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran.

(2)  Standar   harga   satuan   selain   yang   ditetaphan   sebagainana
dimaksud    dalam    Pasal    1     sepanjang    diperlukan    untuk

pelaksanaan     anggaran     oleh     Perangkat     Daerah,     dapat
dilaksanakan  sesuai dengan harga pasar yang berlaku dengan
memperhatikan   prinsip   erisiensi,   efektivitas,   kepatutan,   dan
kewajaran.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini muldi berlahi pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahhan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini dengan  penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 05  Agustus  202'

:AIJN,\
BUPATI

-.,\-    I
M. ARIFtN ARPAN

Diundan8kan di Rantau

pada tanggal  05  A

SEKRBI`ARIS DAB

RASY

BERITA DAB

stus  202.

KABUPATEN TAPIN,

IANSYAH

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR  23


